

Page | 115

PENERAPAN KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK

Mayarni1, Sujianto1, Dadang Mashur1
1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: da2nk_mashur@yahoo.co.id


Abstrak
Perubahan lingkungan mendorong lahirnya adaptive policy yang bukan hanya merupakan reaksi pasif pada tekanan eksternal tetapi juga pendekatan proaktif pada inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Ide-ide baru juga menghasilkan kebijakan sesuai konteks (adaptive policy) dapat dieksekusi dan menghasilkan dynamic governance. Boon dan Geraldine merumuskan Dynamic Governance sebagai “to how these choosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and effektif in achieving the long-term desired outcomes of society. Reformasi administrasi publik memiliki hubungan yang erat dengan konsep dynamic governance, karena reformasi administrasi publik berorientasi pada perubahan di antaranya dalam implementasi kebijakan publik. Dynamic Governance merupakan suatu konsep untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu pemerintahan / organisasi agar tetap  hidup (survive) menghadapi perubahan global yang cepat dan tidak menentu. Organisasi pemerintah / organisasi lainnya tidak boleh statis, keberhasilan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan atau masa lampau tidak menjamin kesuksesan masa depan. Oleh karena itu diperlukan semangat/ dinamika untuk selalu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program dengan perkembangan masa depan melalui thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penerapan konsep dynamic governance di Kabupaten Siak sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa sepanjang tahun 2017, sebanyak 24 penghargaan dan prestasi mereka raih baik itu di tingkat Provinsi Riau maupun di tingkat nasional. Dari 24 penghargaan itu, dapat dikatakan setiap bulannya dua penghargaan diraih daerah bekas kerajaan Melayu Islam itu. Berdasarkan prestasi yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai menjadi bukti bahwa penerapan konsep dynamic governance telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan sangat baik.

Kata Kunci: Dynamic Governance dan Pemerintah Kabupaten Siak



PENDAHULUAN
Kondisi dunia global saat ini penuh dngan ketidakpastian. Perubahan yang terjadi di dunia begitu cepat dan tak terantispasi dengan baik oleh masyarakat dunia. Untuk itu persoalan seperti ini diperlukan pemimpin yang kreatif dan inovatif dalam menghadapinya, dimulai dari presiden sampai pada tingkat pimpinan terbawah dari suatu unit organisasi pemerintah. Pemerintah diharuskan melakukan langkah-langkah strategis yang dapat dengan cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dengan waktu yang cepat. Karena tidak ada jaminan bahwa suatu kebijakan/program./kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik, bahkan yang sedang berjalan dapat mencapai target dan capaian yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan tidak ada juga jaminan bahwa negara yang sudah maju akan tetap berlanjut.
Keberhasilan di atas dicapai dengan kerja keras melalui berbagai konsep, strategi dan upaya pembangunan yang dilakukan oleh para pemimpin dan rakyat Singapura sejak memisahkan diri dari Kerajaan Malaysia tahun 1965. Salah satu konsep yang terimplementasi dengan baik adalah Dynamic Governance yang telah mengantarkan rakyat Singapura pada kondisi kemajuan seperti saat ini.
Sementara itu, pelayanan publik harus mampu untuk mengadaptasi kebijakan agar mampu mengubah keadaan dan berimprovisasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Boon Siong Neo & Geraldine Chen menjelaskan terdapat enam area pengembangan kebijakan – pembangunan ekonomi, biomedical science, kepemilikan mobil dan transportasi darat, pelayanan kesehatan, the Central Provident Fund (Pusat Penghematan Anggaran) dan pekerja kelas bawah – mengilustrasikan dinamisme pemerintah terhadap publik untuk belajar dan beradaptasi untuk mengubah kondisi dan memunculkan isu. Sekali lagi, dunia yang cepat sekali berubah, tantangan yang tiada henti-hentinya bisa datang dari mana saja dan tidak dapat diprediksi.
Sejak tahun 2005, ide dynamic governance ini telah menarik perhatian. Mereka menganggap serius hal ini sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan, dianalisa. Neo dan Chen mendiskusikan dan mengkonseptualisasikan tiga kemampuan suatu pemerintahan. Pertama, think ahead—kemampuan menganalisa kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal dengan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada. Kemampuan ini membuat sebuah institusi dapat memprediksikan perkembangan di masa depan. Hal ini akan berdampak pada pencapaian tujuan dari institusi pemerintah untuk mengatur negaranya. Kedua, think again—kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik. Sehingga intitusi dapat mengemukakan permasalahan dan isu yang dihadapi, dan melihat bagaimana cara untuk meningkatkan performa institusi tersebut. Hal ini membutuhkan efesiensi dan efektifitas kebijakan yang telah dibuat dan juga ketepatan dalam penjapaian tujuan dan penetapan strategi. Ketiga, think across—kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk ‘berpikir diluar batas’, juga untuk ‘belajar dari orang lain’ apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan. Itu seperti meng-copy aturan dan kegiatan/praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat. Hal ini mengizinkan transfer pengetahuan antar negara dengan mengadopsi program dari suatu negara dan disematkan kedalam institusi lokal dan lingkungan kebijakan. Selain itu, kita harus mengerti ‘bagaimana menerapkannya, bagaimana itu bekerja dengan baik atau mengapa itu tidak bekerja dengan baik’ dan bagaimana kita menerapkannya dengan sudut pandang yang berbeda dari ide dasarnya.
Pada akhirnya, menciptakan dan mempertahankan dinamisme di dalam pemerintahan, baik sektor publik maupun sektor korporasi, merupakan upaya strategis jangka panjang. Menciptakan sebuah sistem dynamic governance dan organisasi yang mampu beradaptasi membutuhkan pemikiran secara mendalam, dialog terbuka, komitmen dalam kepemimpinan dan eksekusi yang efektif. Perubahan itu selalu rumit dan beresiko. Tetapi bukanlah perubahan namanya kalau tidak lebih beresiko.

KAJIAN LITERATUR
a. Konsep Dynamic Governance
Boon dan Geraldine merumuskan Dynamic Governance sebagai “to how these choosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and effektif in achieving the long-term desired outcomes of society”(bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat). Maka Dynamic Governance  adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka dua elemen dari dynamic governance menurut Boon, dan Geraldine (2007 : 12-46) adalah:
a. Budaya organisasi pemerintah meliputi ; integrity (integritas), incorruptibility (tidak dapat disuap/tidak korupsi), meritocracy (berdasar bakat &kemampuan/prestasi), market (orientasi pasar yang berkeadilan), pragmatism (mudah menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkutat soal idiologi), multi-racialism (berbagai etnik dan kepercayaan), termasuk juga dalam budaya adalah; aktivitas negara (state activism), rencana dan tujuan jangka panjang (long term), kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat (relevance), pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), bijaksana (prudence), dan mandiri (self-reliance); 
b. Kemampuan yang dinamis meliputi: thinking ahead (berpikir ke depan), thinking again (mengkaji ulang), dan thinking across (belajar dari pengalaman Negara /organisasi lain).


b. Kerangka Berfikir
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METODE 
Metode penelitian yang dilakukan adalah eksplanasi dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menjelaskan dan menggali lebih dalam tentang subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta di dasarkan atas hasil observasi dan wawancara yang dilakukan serta memberikan analisa terhadap apa yang di temukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.


HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan konsep dynamic governance pada pemerintah daerah Kabupaten Siak
Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Siak dapat dilihat dari penerapan konsep dynamic governance di Kabupaten Siak yang sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa sepanjang tahun 2011 – 2017 banyak prestasi yang diraih. Bahkan sepanjang tahun 2017 sebanyak 24 penghargaan dan prestasi mereka raih baik itu di tingkat Provinsi Riau maupun di tingkat nasional. Adapun prestasi nya adalah:
1. WTP Enam kali berturut-turut 2011-2016 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan 
2. Penilaian Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan predikat Baik (B) dan terbaik ke-1 se-Provinsi Riau  2 tahun berturut-turut Tahun 2015 dan 2016
3. EKPPD terbaik se-Provinsi Riau dengan kategori sangat tinggi selama 4 tahun berturut-turut tahun 2013, 2014,2015 dan 2016
4. Perencanaan terbaik se-Provinsi Riau 4 kali berturut-turut tahun 2014 s.d 2016
5. Perencanaan Terbaik ke-5 Nasional tahun 2015
6. IPM Nomor 3 di Riau (2016)
7. Angka harapan Hidup Nomor 3 di Riau (2016)
8. Rata-rata lama sekolah Nomor 2 di Riau (2016)
9. Angka kemiskinan Nomor 3 terendah di Riau (2016)
10. Daerah otonomi baru terbaik versi IGI tahun 2014
Sedangkan di tahun 2017, dari 24 penghargaan itu, dapat dikatakan setiap bulannya dua penghargaan diraih daerah bekas kerajaan Melayu Islam itu. Berikut ini 24 penghargaan dan pretasi yang diraih Kabupaten Siak sepanjang 2017 yang dirangkum Bagian Humas dan Protokol Siak;
1. Penghargaan terhadap dukungan dan kontribusi bagi MAN IC sempena hari Amal Bakti Kementrian Agama RI, Jakarta, 21 Januari 2017.
2. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Lalu Lintas di bidang Transportasi Darat Tahun 2016, Jakarta, 31 Januari 2017.
3. Penghargaan dari Kapolri terkait pemberian bantuan 119 rumah Kantor Bhabinkamtibmas kepada Polda Riau sebagai sarana dan prasarana penunjang tugas kepolisian di jajaran Polres Siak, Pekanbaru, 3 Maret 2017.
4. Penghargaan menjadi terbaik pertama pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan nilai 64.50 (kategori B), Pekanbaru, 21 Maret 2017.
5. Penghargaan Pencapaian Standar Nasional Provinsi (SNP), Pekanbaru, 22 Maret 2017.
6. Penghargaan bertajuk Indonesia Green Award 2017, atas konsistensi semangat dan komitmen menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan, Jakarta, 3 Mei 2017.
7. Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 Kategori Alarm Persalinan yang diserahkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB), Asman Abnur, kepada Bupati Siak, Syamsuar, di Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Sabtu 20 Mei 2017.
8. Penghargaan dari instansi vertikal di Provinsi Riau diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau atas kinerja dan kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Siak, Pekanbaru, 30 Mei 2017.
9. Penghargaan keaktifan Pemkab Siak dalam membantu kelancaran tugas kepolisian dalam memelihara Kamtibmas melalui pembangunan 119 rumah kantor Bhambinkamtibmas dari 122 desa yang ada di Kabupaten Siak, yang diserahkan oleh Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian sempena HUT ke 71 Bhayangkara, Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
10. Penghargaan Anugerah Paramesti karena Pemkab Siak dinilai berkomitmen dalam menerapkan kebijakan zonasi Kawasan Tanpa Rokok, diserahkan langsung oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit H.M. Subuh, Yogyakarta, 12 Juli 2017.
11. Penghargaan satu-satunya kota layak anak di Riau tahun 2017 dengan Predikat Madya (karena sudah dua kali berturut mendapat penghargaan KLA tahun 2013 dan 2015 dengan Kategori Pratama, dan 2017 ini kali ketiga). Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Gratis Anak tahun 2017, diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Pekanbaru, Sabtu 22 Juli 2017.
12. Penghargaan Piala Adipura tahun 2017 (sudah 3 Piala Adipura yang diraih Siak yakni 2014, 2016 dan 2017). Siak juga menerima penghargaan untuk Kategori Pasar Terbersih, yang langsung diserahkan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, di Auditorium Manggala Wanabakti Kementerian LHK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.
13. Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 Kategori Alarm Persalinan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, bertempat di Stadiun Manahan Solo, Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jumat 25 Agustus 2017.
14. Penghargaan Anugerah Pandawa dan Juara III kategori Nakula Sadewa yang diterima oleh Green Generation Kabupaten Siak pada Jambore Generasi Hijau Nasional 2017 di Bontang, Kalimantan Timur, 20-26 Agustus 2017.
15. Juara II Stand terbaik pada Nusantara Expo (Pameran Budaya), yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tanggal 18-22 Oktober 2017.
16. Penghargaan sebagai penerima penghargaan Gerakan menuju 100 Smart City, yang diserahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta, Rabu 15 November 2017.
17. Penghargaan kepada situs sejarah, Istana Siak terpilih sebagai situs sejarah terpopuler kedua (juara II) dalam penyelenggaraan Anugerah Pesona Indonesia (API). Penghargaan oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara di studio Metro Tv, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pada malam API, Sabtu, 25 November 2017.
18. Penghargaan sebagai Kab/Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan RI, dan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Riau yang memperoleh penghargaan tersebut. Diserahkan oleh Plt. Dirjen BANGDA Kemendagri Diah Indrajati di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa 28 November 2017.
19. Juara 1 Kategori kawasan terpencil/sangat terpencil yang diraih oleh Kelompok Lavender 1 Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dalam perlombaan Asuhan Mandiri, Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur. Penghargaan tersebut di serahkan oleh Dirjen pelayanan kesehatan Bambang Wibowo, yang di serahkan di Novotel Solo, Provinsi Jawa Tengah, selasa 28 November 2017.
20. Penghargaan predikat Implementasi Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bertempat di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa 5 Desember 2017.
21. Pada tanggal 15 Desember 2017 dilakukan penandatangan piagam komitmen Siak sebagai salah satu kota Pusaka milik Bangsa Indonesia.
22. Penghargaan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan tahun 2016 dengan Pencapaian Standar Tertinggi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Provinsi Riau, Pekanbaru 18 Desember 2017.
23. Penghargaan Anugerah Predikat sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki Inisiatif dalam membangun Iklim Investasi Daerah yang baik, Penghargaan tersebut diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Lembaga Asing Australia Indonesia Partnership for Economic Govermance (AIPEG), Jakarta, Senin 18 Desember 2017.
24. Penghargaan untuk Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Siak, karena masuk ke dalam Kategori KPA yang di Danai oleh APBD Mandiri, untuk Partisipasi, Kerjasamanya dan Dedikasi dalam Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2017, yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Prov Riau, H. Wan Thamrin, di Pekanbaru, 29 Desember 2017.

A. Peningkatan Disiplin Dan Pengawasan Kinerja Dan Administrasi Keuangan :
1. Peningkatan Akuntabilitas  Keuangan dan Kinerja 
·  Pemerintah (SAKIP) (Peningkatan akuntabilitas kinerja dari Predikat D pada tahun 2012 menjadi Predikat B pada tahun 2015 dan 2016, serta kategori EKPPD dari kategori tinggi pada tahun 2011 menjadi kategori sangat tinggi pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016);
· Melakukan pengelolaan aset dan keuangan secara tertib (Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6 (enam) kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2016; 
· Pengesahan APBD tepat waktu sejak APBD 2012 s.d APBD 2017. 
2. Pengawasan yang  Independen dan Profesional 
· Membentuk Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
· Membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Siak melalui SK Bupati Nomor 560/HK/KPTS/2016;
· Tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat.
3. Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi 
· Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
· Pencanangan zona integritas 
· Pelaksanaan tunas integritas kerjasama dengan KPK
· Sosialisasi anti gratifikasi bagi seluruh kepala desa, kepala OPD, anggota DPRD dan BUMD kerjasama dengan narasumber dari KPK
B. Penerapan Standar Pelayanan Publik Dan  Sistem Informasi Perijinan 
1. Penguatan  Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik 
· Mengoptimalisasikan pelayanan terpadu satu pintu (Juara III Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2014 dan Juara I pada tahun 2016);
· Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat melalui PATEN dan pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan situs online di kantor Camat. 
· Menerapkan Sistem Perizinan secara Online dan Tracking (SPOT) (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan sebagai percontohan untuk dapat diterapkan di daerah lain, dan masuk ke dalam Top 99 inovasi dari Menpan-RB);
· Inovasi pelayanan publik Unit reaksi cepat pemeliharaan jalan (top 99 inovasi MENPAN-RB)
· Inovasi pelayanan publik alarm persalinan (top 99 inovasi MENPAN-RB)
· Menyelenggarakan Akta Kelahiran Online, KTP-elektronik dan KK keliling secara gratis;
· Barcode/Qrcode Perizinan 
· Aplikasi Arsip Digital
· Warning System
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Palayanan Publik 
· SMS Center
· Pengaduan Online
· Penilaian Berbasis Tablet
· Survei Kepuasan Masyarakat/SKM Online 
· Pengadaan kotak pengaduan masyarakat langsung kepada Bupati 
· Melakukan Forum Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kampung, Kecamatan maupun Kabupaten;
· Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pada Perangkat Daerah melalui SK Nomor 441/HK/KPTS/2016 
Ada 2  Elemen Dynamic Governance yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak:
1. Budaya Organisasi Pemerintah :
· Integritas
· Aktivitas Negara
· Rencana dan tujuan jangka panjang
· Kebijakan sesuai kehendak masyarakat
· Pertumbuhan
· Stabilitas
· Bijaksana
· Mandiri 
2. Kemampuan yang Dinamis :
· Berpikir kedepan
· Mengkaji ulang
· Belajar dari pengalaman negara/organisasi lain
Pelaksanaan Dynamic Governance 2015-2019 
1. Pelaksanaan Road Map RB dan Penguatan Pengelolaan RB Nasional
· Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 
· Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak 
· Penilaian Mandiri Inspektorat terhadap Reformasi Birokrasi 
2. Penerapan Manajemen ASN
· Penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (PK)
· Fakta integritas penyalahgunaan narkoba. 
· Fakta Integritas Anti KKN 
· Melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas serta assesment bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; 
· Memberikan penghargaan bagi ASN berprestasi dan melakukan pemotongan tunjangan daerah serta teguran tertulis bagi ASN yang tidak disiplin 
· Memberikan tunjangan daerah dan tambahan penghasilan beban kerja bagi ASN.
· Memberikan izin dan tugas belajar bagi ASN.
· Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural, Fungsional dan Teknis bagi ASN
3. Penataan Kelembagaan Birokrasi
· Melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Penataan Tata Kelola Birokrasi 
· Menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
· Menyusun masterplan e-government menuju Siak smart city
· Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Kabupaten Siak melalui SK Bupati Nomor 298/HK/KPTS/2017;
· Menyusun dan melaksanakan Rencana AKSI Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
· Menyediakan situs resmi Pemerintah Kabupaten Siak yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui alamat website: http://www.siakkab.go.id;
· Menyediakan pusat data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Siak melalui alamat website: http://www.eplanning.siakkab.go.id/adatsiak;
· Menyediakan pusat informasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak melalui  siaran Radio Pemerintah Kabupaten Siak (RPK) pada frekuensi 92,00 FM;
5. Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
· Pembentukan bagian unit layanan pengadaan dan POKJA pengadaan barang dan jasa permanen.
· Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) melalui LPSE Kabupaten Siak, http://lpse.siakkab.go.id.
6. Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan  Nasional
· Menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Peningkatan akuntabilitas kinerja dari Predikat Kurang (D) pada tahun 2012 menjadi Predikat Baik (B) pada tahun 2015 dan 2016 
· Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi secara terintegrasi berbasis elektronik (e-Planning, e-Budgeting dan e-Monev);
· Menyusun perencanaan pembangunan melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program (hanya program yang benar-benar bermanfaat yang bisa dialokasikan dan bukan sekadar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan).

4.2. Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep dynamic governance pada pemerintah daerah Kabupaten Siak
Penerapan konsep dynamic governance pada pemerintahan daerah Kabupaten Siak tergantung dari banyak hal. Akselerasi perubahan juga dipengaruhi oleh banyak variabel, beberapa kondisi/faktor yang perlu diperhatikan bagi penerapan dynamic governance di Kabupaten Siak antara lain:
a. Komitmen
Komitmen disini diartikan sebagai  kesungguhan dari pemerintahan  daerah (Bupati dan DPRD) dan pimpinan instansi/dinas , badan/lembaga daerah untuk melakukan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah. 
b. Pengisian jabatan
Pengisian jabatan tersedia didasarkan pada syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kemampuan  prestasi pegawai (merit system) bukan atas dasar lain. 
c. Pragmatisme
Hal ini tidak terjadi di Pemerintahan kabupaten Siak, karena dalam banyak kasus hanya sedikit orang yang konsisten dengan idealismenya, meskipun pada awal banyak orang memiliki idealisme namun pada pertengahan jalan larut dengan kepentingan jangka pendek mengejar keuntungan pribadi, suku, dan golongan. Pragmatisme terkait juga dengan budaya ingin serba seketika (instan) yang telah terbentuk sebagai sebuah mindset dengan mengabaikan proses. 
d. Kemampuan Sumber Daya
Secara garis besar sumber daya menyangkut dua hal yaitu sumber daya yang tampak/tangible  (sumber daya alam, sarana/prasarana, sumber daya manusia) dan sumber daya tidak tampak / intangible (konsep, fikiran, moral, budaya, kepemimpinan, peraturan, dan lain-lain). 

SIMPULAN
Dynamic governance meruapakan adaptasi kebijakan bukanlah semata-mata reaksi pasif terhadap tekanan dari eksternal tetapi merupakan sebuah pendekatan proaktif terhadap inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Inovasi kebijakan berarti ide baru dan segar yang diinjeksi ke dalam suatu kebijakan sehingga dapat dicapai hasil yang berbeda dan lebih baik. Ide-ide ini dikonversi oleh Pemerintah Kabupaten Siak menjadi suatu kebijakan sehingga masyarakat akan menghargai dan mendukung kebijakan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak hanya tentang ide dan desain kontekstual tetapi juga eksekusi kebijakan yang membuat dynamic governance menjadi nyata. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep dynamic governance di pemerintah kabupaten siak antara lain : komitmen, pengisian jabatan, pragmatisme dan kemampuan sumber daya.
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